
 

GUBERNUR BALI 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 
 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

HARI JADI PROVINSI BALI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa 
persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah 

dan mendorong semangat memiliki serta memajukan 
daerah, perlu mengetahui Hari Jadi Provinsi Bali; 
 

b. bahwa keberadaan Provinsi Bali merupakan sebuah proses 
sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan 

pemerintahan yang memilki struktur dan sistem sesuai 
perkembangan pada zamannya; 
 

c. bahwa Provinsi merupakan satu kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah berada di bawah 

Pemerintah Pusat dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Bali; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



 

 
 
 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5234); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 
 

dan 

 
GUBERNUR BALI 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI BALI. 

 

Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Bali. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Bali. 
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali. 
7. Hari jadi Provinsi Bali adalah momentum sejarah tanggal 

terbentuknya Pemerintah Provinsi Bali. 
 

Pasal 2 
 

Hari Jadi Provinsi Bali sebagai daerah otonom dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan tanggal            
14 Agustus 1958. 

 
Pasal 3 

 

Hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap 
tahun pada tanggal 14 Agustus. 

 

 
 

 



 

 
 

Pasal 4 

 
(1) Setiap tanggal 14 Agustus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
wajib menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Provinsi Bali. 
 

(2) Setiap tanggal 14 Agustus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, seluruh elemen masyarakat memperingati Hari Jadi 

Provinsi Bali.  
 

Pasal 5 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
peringatan Hari Jadi Provinsi Bali diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 
 

Pasal 6 
 

(1) Aparat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 7 

 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. 
 
 

 
Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 25 April 2013 
 
GUBERNUR BALI, 

 
 

 
MADE MANGKU PASTIKA 

 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 25 April 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
 
COKORDA NGURAH PEMAYUN 

 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 1 



 

 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

 

NOMOR 1 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

HARI JADI PROVINSI BALI 

 

I. UMUM 

 

Penetapan Hari Jadi Provinsi Bali merupakan pengakuan terhadap 
awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan 

penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Provinsi Bali dalam Hukum 
Tata Negara Republik Indonesia. 

 
Penetapan Hari Jadi Provinsi Bali akan menjadi sarana dalam rangka 

menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan 

daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta 
memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, 
sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan 

dan pemerintahan di Wilayah Provinsi Bali terhadap keberadaan Provinsi 
Bali sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Disamping itu, Hari Jadi Provinsi Bali 
merupakan sarana untuk menunjukan jati diri Provinsi Bali yang memiliki 
keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu 

pertumbuhan dan pengambangan pembangunan Provinsi Bali. 
 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali dilaksanakan dengan kegiatan: 
a. penyelengggaraan upacara bendera di Sekretariat Daerah, 

Dinas, Badan, Kantor dan Instansi di Provinsi dan di 
Kabupaten/Kota; 

b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi 

Bali; 
c. penyampaian pidato Gubernur Bali pada upacara bendera dan 

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali; 

 
 

 



 

 
 
 

d. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, dan 
penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi 

melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda 
untuk setiap tahunnya;dan 

e. penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan 

kegiatan lain yang bermafaat bagi peningkatan pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi dan di 

Kabupaten/Kota. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

Pasal 6  

Cukup jelas 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 
 

 

 

 


